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begal jadi tersang-

ka, menjadi berita
viral belakangan ini. Kabar-
nya, AS (34) yang waktu itu
sedang mengendarai sepeda
motornya di jalan Desa Ganti,
Lombok Timur, untuk meng-
antarkan makanan buat
ibunya, dicegat empat orang
tak dikenal yang bermaksud
membegalnya. Alih-alih me-
nyerahkan motor yang di-
kendarainya atau melarikan
diri, AS melakukan perlawan-
an. Akibatnya, dua orang be-
gal roboh dan tewas. Begal
lainnya melarikan diri.

Namun, kemudian AS di-
tangkap aparat setempat dan
ditersangkakan melanggar
KUHP Pasal 338 tentang
penghilangkan nyawa sese-
orang dan Pasal 351 Ayat (3)
tentang penganiayaan yang
mengakibatkan  hilangnya
nyawa seseorang.

Syukurlah penahanan AS
ditangguhkan dan bisa pu-
lang ke rumah. Akhirnya, ka-
susnya diambil alih dan di-
hentikan oleh Polda Nusa
Tenggara Barat (NTB).

Mei 2018, di jembatan
layang Summarecon Bekasi,
MIB (19), seorang santri se-
buah pondok pesantren
bersama Rf, seorang teman-
nya dibegal oleh dua orang
yang menodongnya dengan
celurit. Mereka diminta
menyerahkan ponsel mereka.

Ketika temannya menye-
rahkan barang yang diminta,
MIB malah melawan. Celurit
berhasil direbut dan di-
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jadikan senjata menycrang
balik salah seorang pembegal.
Si begal yang terkena sabetan
celurit dibawa ke rumah sa-
kit, tetapi nyawanya tidak ter-
tolong.

Meskipun menewaskan se-
orang pelaku begal, MIB
tidak dipidanakan. Polres
Metro Bekasi Kota malah
memberikan  penghargaan
atas keberaniannya melawan
kejahatan. Menurut Kapolres
saat itu, pembelaan diri dan
mempertahankan hak milik
yang terpaksa dilakukan MIB
dapat dibenarkan berdasar-
kan KUHP Pasal 49 Ayat 1
dan tidak dapat dipidana.

Pembelaan darurat/pem-
belaan terpaksa yang terda-
pat dalam pasal 49 KUHP
dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu pembelaan terpaksa
(noodweer) dan pembelaan
terpaksa yang melampaui
batas (noodweer exces).

Kedua jenis pembelaan ter-
paksa ini dicirikan dengan
adanya tindakan yang mela-
wan hukum. Sementara sub-
jek/objek yang dibela, dilin-
dungi atau dipertahankan
adalah diri sendiri atau orang
lain, baik menyangkut kesela-
matan tubuh, jiwa atau nya-
wa, kehormatan kesusilaan,
dan harta benda.

Pembelaan terpaksa kare-
na adanya serangan atau an-
caman menjadi alasan pem-
benar (KUHAP Pasal 50)
yang dipertimbangkan seba-
gai penghapus perbuatan
melawan hukum.

Adapun pada kasus pem-
belaan terpaksa yang melam-
pau batas, pelaku dinilai
melakukan perbuatan mela-
wan hukum, tetapi adanya
sebab keguncangan jiwa yang
hebat (alasan yang dapat di-
maafkan, KUHAP Pasal 44),
menjadi pertimbangan se-
hingga pelaku tidak dipidana.

Jika kasus-kasus dengan
modus pembelaan terpaksa
ini masuk ke ranah peradilan,
kemungkinan putusan per-
karanya adalah diputus bebas
atau lepas dari tuntutan hu-
kum. Hal ini apabila sidang
pengadilan memastikan bah-
wa perbuatan melawan
hukum yang didakwakan
kepada pelaku tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan,
atau perbuatan yang didak-
wakan tersebut terbukti, te-
tapi dinilai bukan suatu tin-
dakan pidana (KUHAP Pasal
191 ayat (1) dan (2)).

Rasa aman

Dalam tulisannya "Televisi
& Wabah Begal” (Pikiran

Pikiran Rakyat, Kamis, 21 April 2022

Rakyat, Selasa, 31 Maret
2015), Mahi M Hikmat
mensinyalir bahwa pelaku
pembegalan banyak diinspi-
rasi informasi dan tayangan
berbagai media yang meng-
ekspos modus operandi tin-
dakan-tindakan kriminal.

Sementara itu, Yesmil An-
war ("Begal & Penegakan
Hukum”, Pikiran Rakyat,
Rabu 11 Maret 2015) menu-
lis, tindak pembegalan bukan
hanya mengalami pening-
katan dalam hal kuantitas,
tetapi juga kualitas dan kom-
pleksitasnya. Yesmil juga
menduga, white collar crime
yang dilakukan para pejabat
atau politisi telah menjadi
model semakin masifnya
street crime.

Matdon dalam opininya
menganalogkan di antara je-
nis kejahatan yang termasuk
pembegalan adalah juga ko-
rupsi pejabat ("Begal & Ko-
rupsi’, Pikiran  Rakyat,
Rabu, 4 Maret 2015).

Jika semua fenomena ini
dibiarkan berlarut-larut tan-
pa penanganan, pengaturan,
dan penegakan hukum yang
serius oleh aparat pemerin-
tah terkait, juga tanpa me-
lakukan edukasi hukum
kepada berbagai segmentasi
sosial, akan melahirkan
culture of violence (budaya
kekerasan) di tengah masya-
rakat.

Konon satu ketika, ada se-
orang laki-laki mendatangi
Rasulullah saw dan berkata,
”Ada seseorang datang ke-
padaku dan ingin merampas

hartaku.” Beliau bersabda,
"Nasihatilah dia supaya
mengingat Allah. ' Orang itu
berkata, "Bagaimana kalau ia
tak ingat?” Beliau bersabda,
“Mintalah bantuan kepada
orang-orang muslim di seki-
tarmu.” Orang itu menjawab,
“Bagaimana kalau tak ada
orang Muslim di sekitarku
yang bisa menolong?” Beliau
bersabda, "Mintalah bantuan
penguasa (aparat berwajib).”

Orang itu berkata, "Kalau
aparat berwajib tersebut
jauh dariku?” Beliau bersab-
da, "Bertarunglah demi har-
tamu sampai kau tercatat
syahid di akhirat atau ber-
hasil mempertahankan har-
tamu.” (HR An Nasa’i No-
mor 4086 dan Ahmad 5294.
Hadis ini sahih menurut Al
Hafizh Abu Thohir).

Pelajaran yang bisa dipetik
dari periwayatan di atas,
bahwa individu dan masya-
rakat perlu memiliki sistem
dan mekanisme pertahanan
dan perlindungan diri dan
lingkungan terintegrasi yang
dapat menjamin keamanan
diri, keluarga, hartanya, dan
masyarakatnya.

Semua itu bisa diwujud-
kan bila ada komitmen ko-
lektif terhadap sistem nilai
berbasis iman takwa; meka-
nisme sosial yang responsif
dan antisipatif terhadap ge-
jala kriminalitas; infrastruk-
tur dan organ kekuasaan
yang protektif; marwah dan
integritas personal yang ber-
komitmen pada kebenaran.
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